
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1802, 2017 BKN. Jabatan Administrator. Jabatan Pengawas. 

Jabatan Fungsional. Jabatan Pimpinan Tinggi. 
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji. 

Perubahan.  
 

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 21 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS  

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  

NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN DAN 

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS, 

JABATAN FUNGSIONAL, DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63, Pasal 

93, dan Pasal 141 Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, 

telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian 

Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan 

Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, 

dan Jabatan Pimpinan Tinggi; 

  b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan 

pengangkatan dalam jabatan, pelantikan, dan 

pengambilan sumpah/janji jabatan khususnya yang 

menjadi kewenangan Presiden, perlu mengubah beberapa 

ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian 

Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan 
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Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, 

dan Jabatan Pimpinan Tinggi; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang 

Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian 

Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan 

Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, 

dan Jabatan Pimpinan Tinggi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan 

Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 128); 

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 

2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1282); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN 

KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG 

TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/ 

JANJI JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS, 

JABATAN FUNGSIONAL, DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI. 

 

 

Pasal I 

Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan 

Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan 

Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 902) 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan romawi III huruf B angka 1, diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

1. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan 

fungsional dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) 

hari kerja sejak keputusan pengangkatannya 

ditetapkan, kecuali yang keputusan 

pengangkatannya ditetapkan oleh Presiden. 

 

2. Ketentuan romawi IV huruf B angka 1, diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

1. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan 

pimpinan tinggi dilakukan paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya 

ditetapkan, kecuali yang keputusan 

pengangkatannya ditetapkan oleh Presiden. 
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3. Di antara angka 3 dan angka 4 pada romawi V disisipkan 

1 (satu) angka yakni angka 3A sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

3A. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 

dikecualikan bagi keputusan pengangkatan yang 

ditetapkan oleh Presiden. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 17 November 2017 

 

KEPALA 

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, 

 

ttd 

 

BIMA HARIA WIBISANA 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 18 Desember 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

             ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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